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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR .< TAHUN 2019

TENTA &
PEL! SANAAN DAN PEMBIAYAAN

F NDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

a.

D]l KABUPATEN BARITO UTARA

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SA

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa untuk percepatan pendaltaran tanah, Pemerintah
telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2018 tentang Percepatan Pendaltaran T 1ah Sistematis
Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indone  1;

bahwa untuk mecndukung percepatan pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud pada hurul a, dif 1dang perlu
menetapkan Peraturan Bupat Barnto Uldara tentang
pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaltaran Tanah
Sistematis Lcngkap di Kabupaten Barito Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kahmantan
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembuaran Ni - 1 Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 1820} sebagaimana
telah beberapa kali diubalb terakbir der o Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 19635 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah ‘lingkat [1 Tapin
dan Daerah Tingkat I Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Non r 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokck Agraria (Lembaran Neguara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lLemharan
Ncgara Republik Indonesia Nomor 2013);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35188}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tcntang
Pelavanan Publik {Lembaran Negara Republ Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038},

Undang Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 04Y5j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pcmerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5587), scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor >679});

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Mcnteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tetang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 tentang Percepatan Pendaltaran Tar h Sistematis
Lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Keputusan Bersama Menteri  Agrarnia dan  Tata
Ruang/Kcpala Badan Pertanahan Nasional. Menteri
Dalam N¢ :ri dan Ment¢« Desa Pemubac  wman Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/5SKB/V /2017,
Nomer ;: 590-316-7A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pcrangkat Daerah Kabupaten Barto Utara (Lembaran
Daerali Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Naerah Kabupaten rito Utara
Nomor 6};









Pasal 5
(1) Besaran bilava untux kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
a Jdah sebesar Rp. 250.000.- {Dua Ratus Lima Puluh Ribu Ruptah).
(2} Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibehbunkan  pada
APBD.
(3} Dalam hal biava persiapan PTSL tidak dianggarkan < lalan APBD, muaske
biava tersebut dibebankan pada peserta PI'SL,

Pasal

Pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ticak termasuk biava
pembuatan akta, Bea Peroichan atas Hak Tanah dan Banguran !BPHTB) dan
pajuk penghasilan (PPE).
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wal 7
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal di undanghkm.

Agar Uap orang mengctahuinva, memerintahkan pengundangar peraturan Bupat
i dengan peremnpatannyy dalaon Berie Daesuh Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkar. di Muara Teweh
pada tanega. f Januari 2019

1TO UTARA,

LSYAH

Diundangkan di Muara Tewceh
pada tanggal ‘JJanuari 2019
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Salinan sesual dengan aslhinya
REPALA BAGIAN HUKUM.
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Saksi-saks:

Yang Membuat Pemisataan

Nama Tanda Tangan
L e [ ) Marerat 6000
2 i L } Nema Pembuat  crnyataan
Turut Sebaga) Saksi : NOIMOT 0 eiiiiinieiiies coieeeee e
Ketua RT ... o Tanggal .
Mengetabiu

Kepala DNesa

TO UTARA,






Demikian Surat Pernyvataan ini sava buat di hadapar saks -saksi

L. Nama : 2. Nama
NIk . NTR
Agama : Agama
U = : Usia
Pekerjaan Pekerjaar
Alamat : Alamat

DIBULAT DI :
PADA TANGGAL :

SAKSI - SAKSI, YANG MEMBU AT PERNYATAAN
Nama jrias Materai Rp. H.000
2 1{ .................................................... j1 { .................................................

Nama jelas

UTARA,



